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PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : I TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN NOMINAL PAGU UANG PERSEDIAAN
PELAKSANAAN APBD KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA PEKALONGAN

a  bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturun Menten
Dalam WNegern Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kevangan Daerah dan Pelaksansan APBD Kota
Pekalongan Tahun 2008 perlu di atur ketentuan batas jumlah

SPP-UP dan SPP-GU pada masing-masing SKPD :

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas.
Penetapan Nominal Pagu Uang Persediaan  Pelaksanaan APRD
Ko Pekalongan Tahun Anggaran 2008 perlu diatur dalam

Peraturan Walikota:

I. Undang-l/ndang Noemor 16 Tahun [950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

TI'imur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Jogjakurta Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988

tentang Ferubahan Batas Wilayah Kotamadya

Pekalongan, Kabupaten Dati 11 Pekalongan dan Kabupaten Dati

Il Batang ;
2. Undanpg-Undang Nomor 28 Tahun  [999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3831)%

Lad

nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):

4  Undang-Undang  Nomor | Tahun 2004
Perbendahaaraan Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2(KM Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4335);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Megara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan | embaran Negara
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penpganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubshan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan Daerah menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Bawng ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3381 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standaor
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503 )

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4575);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 358 Tahun 2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 37 Seri D Nomor
32K
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Memperhatikan ©  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolann Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PENETAPAN NOMINAL PAGU UANG PERSEDIAAN
PELAKSANAAN APBD KOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2008.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasil |

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan :

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBI} adalah rencana keuanpan tahunan Pemerintahan Kota
Pekalongan yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah ;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yanp selanjutnya disingkat
SKPD  adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota
Pekalongan selaku pengguna anggaran/pengguna barang

b

i

Sdatuan Kerja Pengelola Keuangan Ducrah yang selanjutnya
disingkat SKPKI} adalah perangkst daerah pada Pemetintah
Kota Pekalongan selaku pengpuna angparan/pengguna barang,
vang juga melaksahakan pengelolaan keuangan daerah :

4. Surat Permintaan Pembayvaran yang selanjutnya disingkat SPp
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
Jjawab mas pelaksanann Kegiatan/bendahara pengeluanin untuk
mengajukan permintaan pembayiaran

5. 8PP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan olch bendahara pengelusrin
untuk permintasn wang muka kerja yang bersifal pengisian
kembali (revolving) vang tidak dapat dilakukan dengin
pembayaran langsung ;

6. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-CiU!
adalah dokumen vang diajukan oleh bendaharan pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayvaran langsung ;

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokomen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD ;

8. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan vang selamjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD  vang
dipergunakan sebagai uang persedisan untuk  mendanai
Kegiatan ;




9, Surat Perintsh Membayar Ganti Usng Persedipan  yang
selanjutnya  disingkst SPM-GU  adalah  dokumen  yang
diterbitkan olch pengguna ungparan/kuass pengguni anggarn
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
vang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan
yang telah dibelanjakan ;

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP21
adalah dokumen vang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB Il ;
NOMINAL UANG PERSE blﬁ. AN

Pasal 2

(1) Penentuan besaran atau nominal Pagu Uang Persediaan setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan jumiah
pagu anggaran belanja langsung dikurangi belanja modal mising-
masing SKPD yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2008 ;

(2) Interval uang persedisan dikelompokkan dalam 4 kelompok
jumlah pagu anggaran masing-masing SKPD

Pasal 3

(1) Pengelompokan jumlah pagu anggaran SKPD sehagaimana Pasal
2 avat (2) adaldh sebagai berikui:

a  Paguanggaran sampai dengan Rp 500.000.000.00

b. Pagu anpgaran lebih dari Rp 500.000.000.00 sampai dengan
Rp 1.000.000.000.00

c: Pagu'anggnrnn lebih dari Rp 1.000.000.000.00 sampai dengan
Rp 2.000.000.000,00

d. Puapu anggarah diatas Rp 2.000.000.000,00

(2) Besarnya jumlah uang persediaan masing-masing SKPD sebagai
berikut:

a. Pagu anggaran sampai dengan Rp 500.000.000.00 sebesar
1/12  dari pagu anggaran  atau  selinggi-tingginya
Rp 50.000.000,00

b. Pagu anggaran lebih dari Rp 500.000.000.00 sampai dengan
Rp 1.000.000.000,00 schesar 1/16 dari pagu anggaran atau
setinggi-tingginya Rp 75.000.000,00

¢. Pagu anggaran lebih dari Rp 1.000.000.000.00 sampai dengan
Rp 2.000.000.000,00 sebesar 1/18 dari pagu anggaran atau
setinggi-tingginva Rp 100.000.000,00

d. Papu anggaran diatas Rp 2.000.000.000,00 sebesar 1/24 dar
pagu anggaran atau setinggi-tingginya Rp 200,000, 006,00




(3} Formulasi penetapan  besaran uang persedigan yang dijadikan

pedoman bagi masing-masing SKPD adalah

4. Formulasi proporsi, yaitu apabila pagu anggaran dikalikan
proporsi sesuai ketentuan berjumiah lebih kecil atay sama
dengan pagu setinggi-tingginya vang persediaan. dibulatkan
keatas dalam jutaan rupiah

b. Formulasi pagu setinggi-tingginya vaitu apabila pagu
anggaran dikalikan proporsi sesuai ketentuan berjumlah lehih
besar dari pagu setinggi-tingginya vang persediaan

(4) Pagu Definitif adalah besaran uang persediaan yvang disediakan
dan ditetapkan walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-
masing SKPD.

(5) Pagu  Definitif uang persediaan masing-masing SKPD
sebagaimana terlampir.

BAB 111
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang men getahwinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tangpal 3 Januari 2008

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap,
td.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Assisten Administrasi
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i{3) Formuilasi penctapan besaran uang persediaan vang dijadikan
pedoman bagi masing-masing SKPD adaluah ;

a. Formulasi proporsi, vaitu apabila pagu angparan dikalikan
proporsi sesuai ketentusn berjumlah lebih kecil atau sama
dengan pagu setinggi-lingginya vang persediaan, dibulatkan
keatas dalam jutaan rupiah

b, Formulasi pagu setinggi-tingginya yaitu apabila pagu
anggaran dikalikan proporsi sesuai ketentuan berjumlah lebih
besar dan pagu setinggi-tingginya uang persediaan

(4) Pagu Definitif adalah besaran uvang persediaan yang disediakan
dan ditetapkan walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-
masing SKPD,

(5) Pagu Definiuf uang persediaan masing-masing  SKPD
sebagaimana terlampir.

BAB 111
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
Apar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pekalongan,

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januan 2008

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

. tiel.
MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2

Plh. SEERETARIS DATRAH
KOTA PEKALONGAN
Assisten Administrasi

HRI GETARAWAN
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Lamipiran !

Peraturan Walikota Pakalongan

Momor
Tanagal

: 2 Tahun 2008
3 Januan 2008

PAGU DEFINITIF UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SKPD TAHUN ANGGARAN 2008

PAGU
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH ANGGARAN FROPORS!  |PAGU DEFINITIF
{BL-BM}
1 2 ) 4 §
101 10101 |Dinas Pendidiran J3AC5O79BS000 | 095 7T AB3 TS 200,000,000.00
101 10102 [Badan Arsip Data Elektronik dan Perpusda 1,478,528,000.00 82,155 86888 82,000.000,00
101 10103 [SMPN1 162.786,000.00 1356586067 14,000,000 00
101 10104 [SMPNZ 138, F_.E-t_I}Dl'.I (] 11,568,566 67 12,000,000,00
101 10105 [SMPND 124,351, 000.00 10,113 41667 10,000,000,00
1.01 1.01.06 [SMPN4 402,338, 500,00 3% 508 206 A3 34,000.000.00
107 10107 |[SMPNS 120,454 000,00 0TETE3ZAT|  14,000000.00
1.01.1.01.08  |SMPNG 161,125,000.00 13427 08333 14 000.600.00
1.01.1.01.08 [SMPN7 m-s-mmm 1241358333 12,00H0.000,00
101 10110 |SMPN B 150,476 000,00 12,539,833.33 13;000,000.00
101 10111 |[SMPNS 110,391,500.00 8,189,291 67 8,000,090.00
101 10112 [SMPN 10 243,426 000.00 20,205 555 87 20,000, 000.00
101 10113 [SMPN 11 131,072,000.00 10,822 666 67 11,000,000.00
1.01 10114  [SMPM 12 3518, 300.00 2530152500 25,000,000.00
1.01 1.0115 |SMPN 13 157,072,000.00 13.088.500.00. 13,000,000 00
101 10116 |SMPN 14 164,030,000.00 14,002 500,00 14000, 000.50
1.01.1.01.17_ |SMPN 15 108,105.500.00 8,008 78167 £,000,000.00
10110118 |[SMPN 18 = 128.023.600.00 10,668,543.33 11,000,000 00
T 1.01.1%  [SMPN 17 131, 440,000.00 | 10,853,333 33 11.000,000.00
101 10120 [SMAN 1 207, 764,000.00 17,313 66067 17 000,000.00
101 10121 [SMANZ 195 714,000.00 18,308,500 00 16,000,000 00
101 10122 |SMAN 3 201,138,000.00 46,761 500,00 #7,000,000.00
101 10123 [SMAN 4 204, 525 000,00 17,052,166.67 17,000,000.00
101 1.0124 |SMEN 1 247 824,000,00 20,652,000,00 20,0, G0, 20
101 10125 |[SMKN?2 496, 433,000.00 33036,683.33 33.000,000.00
1.01. 10126 |[SMKN3 5059,266,000.00 324383333 | 3700000000
102 10201 |Dinas Kesehatan Kotz BETSATO00000| R AA45RIIN[ 200,000,00000
103 10301 |Dinas Pekerjaan Umum B53190200000 | 27Z1525R333 | 200000000000
1.03, 1.0501 |Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 535408020000 | 2730707947 |  J00,000,000.00
106 1.0601 |Bappeda 24414410833 | 200 600,000.00
1.07 . 1:07.01 Dinas Parhubungan .63 328 27 93,000, 00000
110 11001 |Kantor Kependudukan dan Caml 1; 131 4?13 000, EI{] G 85 66657 £3,[400, 000, 0
11311301  |Kanlor Kesejahteraan Sosia| 1,165,265,800.00 BATAT 0404 £5:000,000.00
1.13.1.14.01  |Dinzs Ternaga Karja dan Transmigrasi 1,478,314,000.00 B2 12656556 B 000 00000
115 1.15.01  |Dinas Penndustrian, Perd'.agsngan dan Koperssi 1,671,350,000.00 B2BE2 TTT.TA | B3,000,000.00
115.11502 |Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima 1,877, 322.670.00 104,295,703 89 10000000000
117 . 1.17.01  |Hantor Parwisala dan thuua'faan B 533 47600 51,346,842 75 51,005006.00
118 11901 |Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas 2,221,160,000.00 72,508,166 67 £ 000, 000,00
119.11902 |Kanior Satuan Polisi Pamong Praja 1,064,133, 000,00 58,118,300.00 58,00 (0.0
1,20 12001 |[DPRD .00 040 .00
120 12002 |KDH dan WKOH .00 0.0 3,00
120 12003 |Sekretariat Dasrah I
T a. Bagian Pemerintahan 17323300000 | 0652408556  67,0000000
b, Bagian Kepegawaian 4587 200.00000 | 191,137,45833 | 194,000,000.00
. Bagian Humas ~741,7B3.000.00 46,330,167 50 46,000,000.00
¥ d Bagian Kesra 3,304 D61 000.00 136,019,208.33 | 139,000,000,00
& Bagian Umym 13,505, 425.001.00 BGd THRT TOR 38 400, 000 000.00
f. Bapian Aset 1,575,518 000,00 7 528,777 78 §3,000,000.00
g. Bagian Crganisasi 335595 00000 78.044.563.33 28,(00,000.00
h. Bagian Hukurm A18,085,000.00 34,973, 750.00 5,000 000.00
|. Bagian Minbang 207 700,000.00 17 26, 546.67 17,000,000,00
I | Bagian Parkonomian 140 A8 000.00 45,305,500.00 45,000, 000.10
k. Bagian Keuangan 2 BB8, 713,000.00 118,528,708.33 120,000.200.20
120 12004 |[Sekretarial OFRO 538857200000 | 22457387A00|  200000.000.00
1.20.1.20; 05 |Badan Pengawas Daerah B8 320,000 00 §8,332,500.00 58 000, 000.00
120 12008 |Kecamatan Pekslongan Utars 108240400000 |  60,134,555.50 §0.000,000.00
1.20. 1.20 D? Kacamatan Pekalongan Sslatan 47147 000 00 61,153,687.50 &1, 000,000,080
120 12008 |Kecamatan Pekalarsgan Barat 1,253,590, 480.00 6364321550 70,000,000.00
120 12008 |Kecamatsn Pekalongan Timur 1,154 375,400,00 (54,129 186 B4 4,000, 000 00
120.12090  |Dinas F"md.aparan Daemh 1,888 572 000.00 105,525 000,00 1060, 000, D00 O
1 '.“:I 1 EE 11 |Dinas Pelayanan Tepaoy dan Fenanamen Modal 681,222 000 00 43 X1 3768.00 43,000,000.00
1212201 Badan Pembendayaan Mg.-.j.lamﬁ.ar dan k2 3,635,715,500.00 150 621,478,147 150 00 00 00
20120101 Blines Pertininn, Palemakan dan Kelautan 308573604000 | tIESMABANT|  428,000,000.00
117291,123017.00 | 5508384511.32] 4.328,000,000.00
WALIKOTA PEKALONGAN
Cap
tid

MOHAMAD BASYIR AHMAD




